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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1, TAHUN 2002
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TENTANG

RETRIDUSE IZIN USAITA TEMPAT REKREASI DAN IIBURAN UMUM
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DI KABUPATEN KUDUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UdIle UCIILdIl wwu UlUIlUdIthdIIHVd Ull\.ldll”-unudll*’ \mmm ’4 rd!lUll (\I(I(r
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
uaulau dan R\Juuum uaurau Ium\& P\.,uu m»nsuuan dan m‘,nbatur x\ymﬂau
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1989
tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat I
Kudus dan Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kudus Nomer 4
Tahun 1991 fentang Retribue Usaha Rekreag dan thura.n TImum i Kabuanaten

~

Daeran Tingkai I Kudus:

bahwa schubungan dengan maksud - tersebut di atas, periu menetapkan
R@trbum Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Kudus dengan
Peraturan Daerah :

1

Und ﬁg—wdzng Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembenmkan Daerah -
dacrah Kabupaten daiam Lingkungan Propinsi Jawa T engah;

Undang-undang Nogor 8 Tabwn 1981 tentaing Hukum Avara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomior 3209) ;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 fenfang Kepariwisataan (Lembaran
Megara Tahun 1990 Nomer 78, Tambahan Lembaran N legara Nomor 3427) ;

V)

p—

ndang—undang Nomor 18 Tahun 10)' tentang Patak Daerah dan Refribug
Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685), schagaimana diubah d g'm Undang-undang  Nomor 34 Tahun
2000 {Leinbaran Neg&ra Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran > ncgar a
Nomor 4048)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
fmhm" Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan I embaran Negara Nomeor
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Memperhatikan :

Menctapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraTahun 1983 Nomor 36,
Tambahan [.embaran NegaraNomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara 3660) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Riribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

10

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan  dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden |

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang
Wewenang Penyidik Pegawat Negert Sipil ;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemungutan Retribusi Dacrah |

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara
Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah |

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan
Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pencrimaan
Pendapatan Lain-lain ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Kudus
Tahun 1988 Nomor 4) :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli
2002 Nomor 172/27/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaien Kudus tentang Retribusi Izin Tempat Rekeasi dan Hiburan Umum di
Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dacrah:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN
TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN KUDUS.



RAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

—

N

~4

Nl

13.

Daerah adalah Kabupaten Kudus;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus,
Bupati adalah Bupati Kudus;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;

Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan
Pemeriniah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupali sebagai pelaksana
Peraturan Daerah ini ;

Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di
kingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupatidan diserahi
tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan atau pengawasan atas Peraturan
Daerah mi |

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatvan baik
vang tnclakukan usahia maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer. persetoan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
dan Dacrah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

vavasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya ;

Usaha Tempat Rekreast dan Hiburan Umum adaiah setiap usaha komersial yang
mang lingkun kegiatannya dimaksodkan untuk memberikan kesegaran rokhani
dan jasmani

Gelanggang Renang adalah suatu usaha vang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk berenang . taman dan atau arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok
dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum |

. Pemandian Alam adalah suafu uvsaha yang menyediakan fasilitas untuk mandi

dengan memanfaaikan air panas dan atau air terjun scbagai usaha pokok dan
dapat dilengkapi dengan usaha makan dan minum serta akomodasi

- Kolam Memancing adalah suatu usaha vang menyediakan tempat dan fasilitas

wamirad

untuk mcmancing ikan scbagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan
penvediaan jasa pelayanan makan dan minum;

2. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan

tenpai dan faalitas uniuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan
sebagal usaha pokok dan dapai dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan
makan dan minum |

Gelanggang Bowling adalah suat usaha vang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;



jakan tempgt an B
k dan dapal dilengkap! dengan peny® i

1y cuaty usah? yang menyed
i usal pokO
silitas 01ah ragd
iakan tempat dan fasl ' ¥
, saha yang menyedi 19 kapi den
15. Padang Goll idm: ;:lf:rl: e se)l/)agﬂi ‘saha pokok dan dapt dileng
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pmcmmjm e e fasilitas Yang
| : asilitas
16, Bioskop adalah svats usaha YAng mmyecin;ka:n ;:mxz:n df:; T yang
a i ’ - e i Lok
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pazha yang menyedizkan tempat dan 2 u

i7 1 adalah suamt © iy

7. Tempat ¥ ebugaran adalah : scbagai usaha

i bcrb;"ai jenis peralatan olah raga untwk n}enjagachbuiayrgm mikan e
O iy dapat dilenghapi dengat penyediaan jasa Pe

dan berbagal jenis
ani dan jasmani yang mengandung
saha pokok disuatu kawasan
{ayanan makan nngan

8.7 usaha yang menyediakan tempat

18. Taman : b \
fasilitas untuk memberikan Kesegaran 10K :
ttsran, pendidikan dan ebudayaan sebagal U
enyediaan jasa Pe

"ung'dn All\}ul“ll, V\dlw
tertentu dan dapat dilengkap1 dengan P

serta akomodast |

Rekreasi yaity suatu

dan mmom
Pertunjukan Satwa vaity suatu nsaha vang mel_lyedlakan
i joniis satwa/binatang di yarantina, dipelibara dan
dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukkan vang mengandung gnsur
‘ hiburan, pengembangan budaya, dan memelihara
an dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi

19, Taman Satwa dan Penias
temnpat dail Gasilitas beibaga

Aidibrnes wntranacs
pcﬂuiuinan, iCKiTansi,

Kelestarian lingkungan alam d
fainnya ]
ang menyediakan tempat dan fasilitas

ameran vaif sualt usaha y
irasikan kegiatan karya sent ;

20, Pusat Seni dan P
demons

uniuk memamerkan, menjuai atau men
1. Surat Ketetapan Retiibusi Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi terutang ;

[

27, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang sclanjutnya disingkat STRD adalah surat
uniuk melakukan tagihan retribusi dan atay sanksi adminisirasi berupa bunga dan

atau denda |

23 Sufﬂ‘ 174 ‘d 22 1 R o TEes | 1,51 b o
. i Keiclapan Reitibusy Uacran Lebih Bayar yang sclanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
tayres baeo. 1 ~ et <

jumlah torutang atau tidak scharusnya terutang |

pembayaran refribusi Karena

Pasal 2
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kepada

). diaj scard jeriulis
o dimaksud ayal (1), dmju?@n s¢
s s ditunjuk dengan dilampirt .
Runati ata Kepala Instansi yan% i 1.’}1‘?)' }4
f‘mo copy haiti Tainda penduguk (bahaa;l vane +erbentuk b
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2) Permonona
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a.

b.
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Tatacara permohonan jzin sehagai

Bupati.
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)
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izin melalui Iistansi yang

i i i k jatan
aku seiama perusahaan masih menjalankan kegiata

waktu izin usaha perl
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KEWAJIBAN

Pasal 4

Pemegang 1zin wajib :
4 memberikan periindungan jerhadap pengunjung usana tempat rekreasi dan nipuran
UM

)=l
B
2
5

oy

mencegah penggunaan fempat
3 sou  keamanan

- { b oavyam e (s ATy
yang Gapa. inchiggensst

kesusiaan,
persyararan sanjiasi hygiene di dalam

¢. memeiihara dan memenuhi

semnat kegiaian sewial dengan ket
fempal Keglaidll 3 g

wian vang beriaku

=]

4 dengan
e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesual dengan fungsi dan fugasnya
guna meningkatkan pelayanan kepada pengunjung:
§ ) % “ . & 1’ t )
i, mengirimkan laporan jumiah pengunjung dan perkembangan usahanya kepada
anl-al

Rupati atau Kepala Instansi vang ditunjuk sctiap bulan sekali ;
g menjaga keamanan dan ketertiban vmum ;

h. mengajukan permohonan 1zin barv, apabila :



1) pindah lokasi :
2) wg"adi peralihan hak / kepemilikan usaha ; atau
3) terjadi pertuasan tempat usaha.
BAB IV
PENCABUTAN IZIN
Pasal 5

Izin Usaha dapat dicabut apabila :

b

alas permuntaan pemegang izin |

b. memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan
permehonan izin

¢. pemegang izin belum menjalankan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan

berturnt-turut terhitung sejak diterbitkannya izin ;

iidak mengindahkan peringaian yang diberikan dan tidak meiaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan atau ketentuan sebagaimana tercantum dalam

.

izin ;
¢. melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung schingga
mentmbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;
f. melakukan perubahan pemegang izin, perubahan dan perluasan usaha ianpa
persetujuan Pejabai/Kepala Instansi yang ditunjuk ;
tidak melaporkan atau memberi laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan
usahaiiva.
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NAMA, OBYEK DAN SURYEK RETRIBUSI

n
w
2
=i
i)

(1) Nama Retribusi adalah Retribusi 17in Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.

(2) Dengan nama retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas jasa

pelayanan pemberian Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.

Paaal 7
rasal

S5 ’

hirsi adalah setiap pelavanan pemberian Izin Usaha Tempat Rekreast dan

{1} Ohyek retribusi adalah setiap pelayanan
Hibuian Uinun

{2} Obyck retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
a. Gelanggang Renang |
b. Pemandian Alam |
¢. Kolam Memancing ;
d. Gelanggang Permainan Keiangkasan |
e. Gelanggang Bowling ;
f. Rumah Billiard ;
z. Padang Golf ;
h. Bioskop:

Tempat Kebugaran ;
Taman Rekreasi ;

e .
.

el



L Laman Satwa dan Pentas Pertunjuhan Sawa
I, Pusat Sent dan Pameran,
Pasal 8
; an vi mperoleh pelayanan 1zin
subvek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelay
Usaha Tempat Rekreast dan Hiburan Umunt:

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi 1zin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum  termasuk ~ golongan

Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB VI
CARA MENGURKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Tempat Rekreast dan I liburan Umum diukur
berdasarkan jumlah izin vang diberikan dan jents fempat rekreast dan hiburan umum.
BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

Pasal 11
(1) Prnsip dan sasaran dalam penctapan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha
Tempat Usaha Rekreast dan Hiburan Umum dimaksudkan untuk menutup sebagian

atau seluruh biava penvelenggaraan perizinan,

(2) Biaya scbagaimana dimaksud avat (1) meliputi biava pembmaan dan biaya
administrasi.

BAB IX
STRUKTUR DAN TARIP RETRIBUSI
Pasal 12

@) b.truk.tur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan Jenis pelavanan vane
diberikan kepada orang pribadi atau badan. ) T

(2) Tanif Retribusi Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum vane diatur ¢

Peraturan D ini i A
an Dacrah ini adalah sebagai berikut -

a. Gelanggang Renang, sebesar Rp1.500.00 (

Sy seribu lima ratus rupiah) per meter




) : ter scgi ’
b Pemandian Alam, schesar Rp500,00 a‘m?,:trl;:u?g;?zlger peTfneteI:e;erﬂeSi *
s Kolain Momancing, scbs5% Rpsoo,ws?tjwsar Rp15.000.00 ( lima belas ribu rupiah)

d. Gelanggang Permainan Ketangkasan.
Pt QT < 00,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Hntasan
. (Gelanggang Bowling, sebesar Rp300.09%; : : i
e bonar Rp30.000,00 (g3 pulsh U SR P SO
g ‘P;adang Golf, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus : 2
%l ﬁinskon; gehesar Rpl.ﬁO0,00 (seribu lima l'i_m’s ﬂlllﬂﬂh)bpef m;hc; p;?alat’;
n TF;:;l;patr Kebugaran, sebesar Rp15.000,00 (htlu“:rll,;pi:shl) ‘p‘;f:;l; e pcrscai _
i roasi, scbesar Rp300,00 (lima 1 orsegt - )
L ;1":;1:: E:ttzza;;nscgtas ﬁcrtunjukan Satwa, sebesar RpS(}0,00 (lima ratus rupiah)

egl . . i
1 gzrsggsz;; ig’amerm, sebesar Rp500,00 (tima ratus rupiah) per meter persegt.

BABX
WIT,AY AH PEMUNGUT AN

Pasal 13

RAR X1
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adaiah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain vang

dipersamakan,
DAR X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13
(1) Pemunguran retribusi ridak dapat diborongkan:

I Fasths 2 p 4 1 1 QI "ITY n 1 $.0
{2) Reitbusi dlpuug\u actigall  nengguidhdil ONRL diau  dokumen  lain yang

3en rc 2ty b e
\lqkfbum.mdu

(3) Hasil pemungutan retitbusi sebagaimana dimaksud avat ( 1) disetorkan ke Kas Daerah

sesuat peraturan perundang-vndangan yang berlaku.

(4) Tatacara pemunguian retribust diatur lebih lanjut oleh Bupati



RAB XIII
PEMBAY ARAN RETRIBUSI

Pasal 16

o o ; i/lunas.
(1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/l

bainya 30 (tiga puluh) hari terhitung scjak

3) Reiribusi ferutang dilunasi selambat-lam .
ang dipersamakan.

diterhitkannya SKRD atau dokumen lain y

21y

(3) Tatacara pembayaran, penyctoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih

lanjut olch Bupati.

Pagal 17
(1) Pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberikan tanda bukti
pembayaran.
{2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih
ianjut oich Bupat.
BAB XIV
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 18
(1} Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka

Bupati atau Kepaia Instansi yang ditunjuk yang ditinjuk mengefuarkan surat teguran

atai surat nerinoatan atan surai lin vang sefenig,
alan eurat nermgaian atan Sural izm vang sel

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat tcguran atau surat

peringatan atau suai lain vang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi

terutang dan dikenakan sanksi administrasi.
Pasal 19

Benwuk formuiir yang dipergunakan unmk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih
Rupati_

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
ga’iam hai wapb Rc.h'i.'ousi .‘lid&lk membayar iepai waklunya atau kurang membayar,
ikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari

oS svm  saderl 3 :

vSsariiya reiribusi yang ferutang vang tidak atau kuran j itagil 2an
3 3 h g bayar dan ditagih deng

mengeunakan STRD.
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BAB XVI

MBEBASAN RETRIBUSI

PENGURANGAN. KFRINGANAN DAN PE
pasal 21

yang dmm]uk berwenang mC

retribusi.

mberikan pengurangan.

Pupati atau Kepala fnstansi

keringanan, afau pembebasan

i ' aimana
Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, afay pembebasan retribusi sebag
Jimaksud ayai (1) diatai lebili janjut olelt Bupatt.

BAB XVE
PEMRETULAN, PEN GURANGAN ATAU PEMB ATALA:N K‘{ETETAPAN
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22
Waiib Retribusi dapat mengajukan permohonan - ‘ 3 ‘
) umen lain yang dipersamaxan dan STRD yang dalam

a. pembetulan SKRD atau dok

penerbitannya terdap
daiam penerapan peraturan perundan
pengurangan aiau pembataian K
au penghapuisan s

at kesalahan tulis. kesalahan hitung, dan atat kekeliruan
g-undangan rerribusi daerah |
ctetapan retribusi vang tidak benar

anksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
bui dikenakan karena kekhilafan Wajib

Sl

pengiirangan ai
Leiiibusi teruiang dalam hal saiksi ielse
Retribusi atau bukan kesalahanmya.
permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau
gtrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan
u Kepala Instansi yang ditunjuk
hari seiak tanggal diterimanya SKRD aiau
emberikan alas an vang jelas

nengurangan sankst admint

per
secara tertuiis oich Wajib Retribusi kepada Bupati ata
celambat-lambataya 30 (tiga puluh)
dokumen lain dan STRD) yang dipersamakan dengan m
dan mevakinkan untuk mendukung permohonaniya.

atacara perabetulan. pengurangan atay pembatalan ketetapan.penghapusan  atau
s diatur lebih lanjut oleh Bupati

7 .
pEngUIANgAn SaNKS1 administrast diatur i80in

erhimngan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi

harus mongajukan permohonan sccara terfulis kepada Bupati atau Kepala Instansi

o 23 ¥ .,
yang ditunjuk,

TIntal: n
vniug p

Am.«i dasar permohonan sebagaimana dimaksud avat (1), kelehihan pembayaran
SUTA, SRR (HUNI IS - o . o b + = ! - . =
ietribusi uai.lat langsung diperhitungkan terlebil daliulu dengan utang retribusi sanksi
administrasi dan atau berupa bunga.

(3) Atas ...
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erhak atas Lelebihan

Atas dag;
permohonan sehagaimana dimaksud ayat (1), yang b :
iribusi selanjuinyd-

Pembayar; : :
yaran ierscbui dapal diperhitungkan dengan pembayaran =

Pasal 24

I‘arhfl(k:p kelebthan psmbﬂyamn retribusi  yang masth tersisa setelz%h (iﬂ::l;l::ﬂle
perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23, diter bifkﬂ“_SKRDLr? painE 1 o
(dua) bulan sejak diterimanya permohonan pcngembahan kelebihan pemoay
refribusi,

. . i ik
Kelebilan pembayaran retribusi gebagaimana dun.?ksuc.i ayat () ‘;‘é‘;{“{)"]ﬂ; o
kepada Wajib Retribusi paling Jambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya - et
clah lewat 2 (dua) bulan
Instansi yang  ditunju

ga scbesar 2 % (dua persen) PeT pulan atas

tribusi.

Pengembalian kelebihan pembayaran retn'pusi dilakl_lkan s¢
sejak diterbitkannya SKRDLE, Bupati atau Kepala

memberikan imbaian berupa bun
keterlambatan pembayaran kelebthan r¢

Pasal 25

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23, diterbitkan bukti pcmmdahbukuan
yang berlaku pula sehagai buktt pes sbayaran.

: . N
Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilakukan dengan menerbitkan Sural

Periniah Mambayar Kelcbihan Refribusi.
BAB XIX
KADALUWARSA
Pasal 26

Hak untik menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah
melampau jangka wakiu 3 ( iiga) lahun, ierhilung sejak diterbitkannya STRD.
Kedaluwarsa penagihan retribusi scbagaiinana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkannya Surat Teguran. aau

i Waiih Retribusi baik langsung maupun tidak

N A‘rlu ~ananlman nton ratribys:
. Ala peiiganuan glang reWisust Gair vwat e

fangsung.

ansi yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan

Dupati atau Kcpala Instans

Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Fasal 27

1V Waaeh s havas voan . afalranna .t ‘ $
'4)) Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan keuangan

wajw

Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah retribusi terutang,

(?) Tindak pidana sehagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXI.....
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BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 28
_ . udus diber!
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkun€an pemerint Kﬂ;&zzt?n(}jk pidana di
wWewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan peny?
bidang refribusi daerah.
(2) Weweitaig Penyidik gebagaimana Jfimaksud ayat (1) adalah :
laporan
. ;s i keterangan ata0 132
ari, mengumpulkan dan meneli . Dacrah agar Keterangan

2]

o

(=

4

et

mencrima, menc " i
perkenaan dengan Tindak pidana dibidang Retribus

atay laporan tersebut menjadi lengkap ;

i ibadi atau
meneliti, mencari dan mengumpulkan keferangan man‘genal oran‘gieﬁﬂ on tindak
badan ieniang kebenaran perbuaian yang dilakukan sehubung™ &

pidana retribusi daeralt;
tau badan

pahan bukti dari orang pribadi 3

menerima  keterangan dan baha 1
sehubungan tindak pidana cetribusi dacrah;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokument fain berkenaan
dengan tindak pidana retribusi daeral ;

bukti  pemukuan,
rhadap

bahan

elakukan poiggelidahan utituk inendapatkan ;
pencatatan, dan dokumen-dokurich lain, seria melakukan penyitaan tel

irde 4 i
bahan bukti terscbul ;

meminta bantuan tenagd ahli dalam rangka pelzksanaan wgas penyidikan tindak

pidana retribusi daerah ;
g seorang meninggaikan ruangan atau tempat pada
Jangsung dan memeriksa identitas 0tang dan atau

dimaksud huruf'e ;

menyuruh berhenii, meiaran
sedang bet!

saat pemeriksaan
dokumen yang dibawa sebagaimana
rang yang berkailan lengan tindak pidana retribusi daeraky;

memanaol orang untul didengar keterangannya dan memeriksa sebagal

JHw e

tersangka atau saksi ;
micigheiiikan petiyidikait ;
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang retribusi daerah menurut per dan,
0 s aturan perundang-
barlai/u ) p ne un gan yang

VA LA .
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BAB XXTI
KFTENTUAN PENUTUP

Pasal 29
, en
2eng;{an ditetapkannya Peraturan Dacrah ini, maka Ferat" D}a'?:::rlan%?nul?; di
Tingkat T Kudus M i ha Rekreasi dan 12 Y :
akat TT Kudus Nomor 11 Tahun 1989 teniars Usaha REMES 0 norah Tingkat 1

Kabupaien Dacrah Tingkat i Kudus (Lombaran aera inglat
‘ : hupaten Daerah Tingkat 1
16) dan Peraturan Daerah Kabup n D gl

Kuidus Tahun 1989 Nomor
Kudus Nonior 4 Tatiun 1991 tenfans Retribusi Usaha okieasl !

) ah Tingkat il
Kahupaten Dacrah Tingkat I Kudus (Lembaraf Dacrah Kabupaiet pact ’
s Tahun 1091 Nomor 11) dinyatakan idak berlaku Jagh

pasal 30
sepanjang mengenal

m Perafural Daerah ini,

diatyr dala .
ich Bupalt

Hal-hal yang belum
{ebih fanjut 0

pelaksanaannyd diaiur
Pasal 31

Peraturan Dacrah ini mulad berlzku pada tangéA! diundangkan-
memerintahkan pengundangan Peraturant

tahuinya,
Galam Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus.

n orang dapal menge

Aqar gefia
Agar selidy :
pcncmpalannya

Daerah ini dengan

Disahkan i Kudus

pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

UPATEN KUDUS.

ARRAHK 2
ABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOX A0R 22

Salad e s Knd

A 4N Eaas



PENJELASAN
ATAS

l)]‘, ATTIR / .
RATURAN DAERAI KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11, TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA 'l‘lil\/l]’u\'l‘Rlil\'l(li/\b‘l DAN HIBURAN UMUM
DI KABUPATEN KUDUS

PENJELASAN UMUM
ahun 2000 (entang Perubahan
2etribusi Daerah beserta
usaha Usaha
Pemerintah

undang Nomor 34T
ang, Pajak Daerah dan |
perikan kemudahan bagi peng
Kabupaten Kudus,
a pemberian izin.

Dengan telah diundangkannya Undang-
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ten!
peraluran pelaksanaannya, maka dalam rangka mem
l’dmpm Rekreasi dan Hiburan Umum yang tclah berkembang di
Kabupaten perlu mengeluarkan pedoman pembinaan, pengawasan sert
ar hukum bagi pemberian izin, scria meletakkan dasar-
ingkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan,

dasar tentang syarat-syarat yang berlaku guna men
as Usaha Tempat Rekreasi dan  Hiburan Umum dengan
apabila setiap

pembinaan, serta pengawasan at

memperhatikan, memelihara serta menjaga lingkungan hidup, maka sewajarnyalah
orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Usaha Tempal Rekreasi dan Hiburan Umum harus
mempunyai [zin Usaha.

Selanjutnya untuk memberikan das

abupaten kepada orang pribadi
maka Pemerintah

atau scluruh biava

an Izin dari pemerintah K

dikenahan relriousl

Bahwa setiap pelayanan pemberi
dan Badan merupakan salah satu jenis pelavanan yang
Kabupaten memuneut refribust vane dimaksudlon unfuk menutup sebagid

penyelenggaraan perizina.
PENJEL ASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 31 : Cukup jolas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAI KABUPATEN KU US NOMOR ;2

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.17
11:24:39 +07'00'
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